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ABSTRAK
NAMA : MUZDALIFA
NIM : 90400114016
JUDUL :SKEPTISME  PROFESIONAL  AUDITOR  BERBASIS
MORALITAS  DALAM  MENGUNGKAP  KECURANGAN
(STUDI  PADA  INSPEKTORAT  PROVINSI  SULAWESI
SELATAN)
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membangun sikap skeptis pada
diri  seorang  auditor  dengan  menggunakan  konsep  moral  sebagai  alasan  bagi
auditor  untuk  bertindak agar  kecurangan  segera  diminimalisir dan  tidak
memunculkan kecurangan lainnya. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal
dari beberapa informan, yakni: perwakilan auditor di IRBAN Wil. I, II, dan III
pada  Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Selanjutnya  metode  pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan penelusuran
referensi. Lalu, untuk teknik pengeolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga
tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  auditor  di  Inspektorat  Provinsi
Sulawesi  Selatan  telah  menerapkan  skeptisme  profesional  sesuai  dengan
karakteristiknya  dalam  setiap  tahapan  pengauditan  dengan  bertanggungjawab
sesuai dengan perannya masing-masing. Ketika auditor  memiliki  tingkat moral
seperti kepekaan moral, pertimbangan moral dan motivasi moral yang tinggi dan
diterapkan  pada  situasi  tertentu,  secara  tidak  langsung  akan  membangun
skeptisme  profesional  auditor. Seorang  auditor  cenderung  untuk  lebih  berfikir
secara kritis dan mencari cara yang tepat untuk berbagai masalah yang dihadapi
pada saat melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan. Sehingga auditor lebih
mudah untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  Berperilaku  moral  sangat  penting
dalam membangun sikap skeptis auditor, dengan ini diharapkan auditor mampu
membiasakan diri  untuk mematuhi  kode etik  dan aturan yang telah ditetapkan
disertai dengan moralitas dalam berperilaku dan bertindak.
Kata kunci : Skeptisme profesional, Moralitas, Auditor Internal, Kecurangan.
xi
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Skeptisme profesional sangat penting diterapkan oleh auditor dalam proses 
audit. Menurut Kartikasari, dkk (2017) skeptisme profesional adalah sikap yang 
harus dimiliki oleh auditor, baik auditor internal atau eksternal di sektor swasta 
maupun di sektor publik. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya 
akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk 
menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan 
biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).  
Setiap auditor dapat menerapkan sikap skeptisme profesional yang berbeda 
satu sama lain karena pada dasarnya sikap yang dimiliki seseorang dalam 
kesehariannya akan memengaruhi sikap dalam menjalankan profesinya sesuai 
dengan karakter masing-masing individu baik yang bersifat bawaan ataupun hasil 
bentukan dari lingkungan (Kartikasari dkk, 2017). Seorang auditor pada tingkat 
skeptisisme profesional yang tinggi akan mencari informasi lebih banyak 
dibandingkan auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang rendah. 
Skeptisme profesional yang rendah akan menumpulkan kepekaan auditor terhadap 
kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi atau tanda-tanda bahaya 
yang mengidikasikan adanya kesalahan dan kecurangan (Tuanakotta, 2011:77).  
Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyatakan bahwa 
peran auditor yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang 
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profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang berkualitas (AAIPI, 
2013). Namun, auditor internal pemerintah sering mendapatkan sorotan tajam 
terkait dengan kinerja yang cenderung menurun (Zulaikha, 2014). Diungkapkan 
oleh Darori (2017) bahwa pengujian sistem pengendalian internal masih sebatas 
formalitas, kompetensi auditor belum merata dan audit kinerja tidak optimal 
merupakan beberapa alasan mengapa peran auditor tidak dapat terlaksana. 
Ketidaktepatan auditor dalam menetapkan waktu penyelesaian tugas akan 
menciptakan kondisi dimana auditor rentan terhadap tekanan untuk mendasarkan 
judgement mereka atas suatu temuan audit yang dihasilkan mengakibatkan 
lemahnya komitmen auditor internal untuk tetap bersikap independen (Hutami, 
2011).  
Salah satu faktor kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan 
karena rendahnya sikap skeptisme yang dimiliki dalam diri auditor saat 
menjalankan tugas auditnya. Auditor seringkali menemukan kesulitan dalam 
mempertahankan sikap mental independennya. Hal ini dibuktikan oleh Kalana, 
dkk (2012) yang menyatakan bahwa belakangan ini kualitas audit para auditor 
independen semakin banyak dipertanyakan oleh masyarakat mengingat 
banyaknya skandal yang melibatkan auditor baik diluar maupun didalam negeri. 
seperti yang dinyatakan oleh  Subiyanto (2012) bahwa dalam menetapkan metode, 
cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan, komitmen independensi harus 
diimplementasikan oleh auditor internal. 
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Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Political & Economic Risk 
Consultancy Ltd (PERC) yang disebutkan dalam Report on Corruption In Asia 
yang mensurvei 16 negara pada tahun 2016 yang disajikan dalam diagram 
menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara terkorup ke dua dengan nilai 
skala mencapai 8.00 berada di bawah  negara India dengan nilai skala 8.13 yang 
tidak jauh berbeda. Dalam survei ini menyajikan data perubahan persepsi selama 
dekade yang lalu mengenai korupsi selama tahun 2007 sampai 2016. Negara 
Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan skala korupsi yang tidak signifikan 
(PERC, 2016). Kemudian berdasarkan data statistik dari Anti-corruption Clearing 
House KPK pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, kementrian/lembaga 
menjadi instansi pemerintah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi. 
Kemudian pada tahun 2017 pemkab/kota menjadi instansi yang jumlah kasus 
korupsinya mengalami peningkatan yang sangat drastis (ACCH, 2017). Hal ini 
berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak kasus korupsi, 
khususnya dalam proses audit belum maksimal. 
Melihat semakin maraknya kasus fraud khususnya pada kasus korupsi di akan 
semakin terlihat bahwa kinerja di pemerintahan semakin menurun. Para Pelaku 
kejahatan cenderung mencari dan memanfaatkan kelemahan yang ada, baik dalam 
prosedur, tata kerja, perangkat hukum maupun pengawasan yang belum dapat 
dibenahi dimana hal ini akan memunculkan berbagai jenis manipulasi dan 
kecurangan (Wiguna dan Hapsari, 2015). Allah SWT telah memberikan ancaman 
bagi orang-orang yang berbuat curang, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-
Muthaffifiin, ayat 1: 
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     (2)  َنُوفَْوتَْسي ِساَّنلا َىلَع اُولَاتْكا اَِذإ َنيِذَّلا (1)  َنيِفِ فَطُمْلِل ٌلْيَو 
      (3) نوُرِسُْخي ْمُهُونَزَو َْوأ ْمُهُولاَك اَِذإَو 
Terjemahannya: 
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) 
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. (3) (Q.S Al-Muthaffifiin/83:1-3) 
Dalam surah ini menjelaskan tentang kecurangan dalam takaran dan 
timbangan. Bentuk kecurangan yang dimaksud dalam surah  ini adalah meminta 
tambahan jika diberi timbangan dari orang lain dan mengurangi timbangan jika 
menimbang untuk orang lain. Diriwayatkan oleh an- Nasa-i dan Ibnu Majah 
dengan sanad yang shahih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ketika 
Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah 
termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Maka 
Allah menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang 
dalam menimbang dan menakar.  Selain itu, dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 
Ayat 42 dijelaskan sebagai berikut: 
                       (42)  َنوَُملَْعت ُْمتَنأَو َّقَحْلا ْاوُُمتَْكتَو ِلِطَابْلِاب َّقَحْلا ْاوُِسبَْلت َلاَو 
Terjemahannya: 
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” 
Dalam surah ini kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat 
merugikan orang lain karena kita sebagai hamba Allah SWT pasti mengetahui 
mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja terkadang lemahnya iman 
yang dimiliki seseorang membuat lemahnya kesadaran bahwa Allah SWT 
 
5 
 
senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan yang dilakukan. 
Kemudian dalam ayat ini menunjukkan larangan menyembunyikan kebenaran dan 
perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Hal ini karena ada 
kalanya seseorang tidak menyampaikan suatu ilmu karena khawatir menimbulkan 
mudharat yang lebih besar. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018),  penipuan atau 
kecurangan merupakan penyimpangan persepsi moral yang disebut kebenaran, 
keadilan hukum, keadilan dan kesetaraan yang kemudian moralitas ini dianggap 
sebagai salah satu alasan mendasar bagi seseorang untuk bertindak secara etis. 
Kinerja auditor internal sangat tergantung pada keputusan moral mereka saat 
dihadapkan pada dilema etika (Woodbine dan Liu, 2010). Kemudian ketika 
auditor berhadapan dengan tantangan etika disebutkan bahwa pengakuan masalah 
moral dan tekanan dapat memberikan alasan bagi auditor untuk bertindak atau 
tetap diam (Khelil dkk, 2016). Hal serupa dinyatakan oleh Gaffikin dan Lindawati 
(2012) bahwa dilema moral yang seringkali sulit dihadapi oleh akuntan publik dan 
auditor yaitu dihadapkan dengan situasi memilih antara kepentingan klien atau 
kepentingan publik (mengamati aturan perilaku). 
Kegagalan dalam  mematuhi prinsip-prinsip moral dan norma-norma dunia 
yang kontemporer mengakibatkan kekacauan dan kurangnya persediaan dalam 
rencana ekonomi begitupun dalam proses pengauditan. (Horomnea dan Pascu, 
2012). Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin memiliki pernyataan moral 
tetapi tidak didorong untuk bertindak karena beberapa faktor yang mengganggu 
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(Greenberg, 2009). Hal ini berarti moralitas yang dimiliki seseorang timbul ketika 
adanya motivasi atau dorongan dari dalam maupun dari luar dirinya.  
Berdasarkan pembahasan diatas, banyaknya kasus kecurangan yang terjadi 
khususnya di pemerintahan menjadi suatu hal yang banyak di pertanyakan oleh 
mayarakat, terlebih lagi melihat kinerja auditor yang semakin menurun. Dalam hal 
ini kinerja auditor bergantung pada keputusan moral mereka saat dihadapkan pada 
dilema etika. Dalam menghadapi keadaan  ini, sikap skeptis auditor sangat 
penting agar kecurangan segera ditemukan dan tidak memunculkan kecurangan 
lainnya. Dengan demikian penelitian ini mencoba membangun sikap skeptis pada 
diri seorang auditor dengan menggunakan konsep moral sebagai alasan bagi 
auditor untuk bertindak. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul  “Skeptisme Profesional Auditor Berbasis Moralitas 
Dalam Mengungkap Kecurangan (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi 
Selatan)” 
B. Fokus Penelitian               
Penelitian ini berfokus pada skeptisme profesional auditor internal dalam 
melaksanakan tugas audit yang menurut beberapa peneliti kualitas audit banyak di 
pertanyakan seiring dengan banyaknya skandal fraud terutama pada pemerintahan  
yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan 
wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki 
kapasitas dalam  memberikan informasi tentang bagaimana auditor internal 
menerapkan sikap skeptisme profesionalnya dalam melakukan proses audit 
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yangdilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian konsep 
moral di jadikan dasar bagi auditor internal dalam bertindak sehingga mampu 
menghasilkan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti juga 
akan mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, serta 
didukung dengan telaah literatur secara mendalam pula. Tujuan fokus penelitian 
ini agar lingkup penelitian tidak luas dan  lebih fokus untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
C. Rumusan Masalah 
Rendahnya sikap skeptisme auditor menjadi salah satu faktor auditor internal 
gagal dalam mendeteksi kecurangan. Dengan rendahnya sikap skeptis tersebut 
pelaku kecurangan cenderung akan menutupi tindak kecurangannya tersebut. Oleh 
karena itu penting bagi auditor menanamkan sikap skeptisme dalam dirinya. 
Kemudian ketika auditor berhadapan dengan tantangan etika disebutkan bahwa 
pengakuan masalah moral dan tekanan dapat memberikan alasan bagi auditor 
untuk bertindak atau tetap diam. Maka dari itu moral dapat di jadikan sebagai 
alasan mendasar bagi auditor untuk bertindak. Dengan demikian, adapun 
pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan sikap skeptisme profesional auditor internal ? 
2. Bagaimana skeptisme profesional auditor internal dibangun menggunakan 
konsep moralitas? 
3. Bagaimana pandangan auditor mengenai kecurangan dan kaitannya dengan 
moralitas? 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang skeptisme profesional 
auditor internal, akan tetapi masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian yang 
berfokus pada auditor internal pada instansi/ kementrian dengan menggunakan 
konsep moral. Dalam menjalankan tugas audit, sangat penting bagi auditor 
internal untuk menerapkan skeptisme profesional. Hal ini karena melihat 
banyaknya kasus kecurangan yang terjadi khususnya di instansi pemerintahan saat 
ini. Dengan terciptanya skeptisme oleh auditor internal diharapkan mampu 
mencegah dan mendeteksi kecurangan. 
Tabel 1.1 
Penelitian terdahulu 
Nama 
(tahun) 
Judul Hasil 
Khelil, dkk 
(2016) 
Audit Commite-Internal 
audit interaction and 
moral Courage 
Keberadaan akses pribadi ke 
komite audit memiliki efek 
positif pada keberanian moral. 
Woodbine dan Liu 
(2010) 
Leadership style and the 
moral choise of internal 
auditor 
Kinerja auditor internal 
bergantung pada keputusan 
moral mereka ketika 
dihadapkan pada dilema etika. 
Kartikasari, dkk 
(2017) 
Penerapan skeptisme 
profesional auditor 
Internal pemerintah 
dalam mendeteksi 
kecurangan di sektor 
publik (studi pada 
auditor di bpkp 
perwakilan provinsi 
jawa timur) 
Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa auditor perwakilan 
BPKP provinsi Jawa Timur 
menerapkan sikap skeptisme 
profesional dalam menjalankan 
tugasnya berkaitan dengan 
pendeteksian kecurangan di 
sektor publik sesuai dengan 
karakteristiknya. 
Glover and Prawiit 
(2014) 
Enhacing auditor 
profesional skepticism: 
the professional 
skepticism continuum. 
Aplikasi yang tepat dari 
skeptisme profesional 
tergantung pada karakteristik 
resiko dan pernyataan dan 
skeptisme memiliki tingkat 
struktural yang berbeda. 
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E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sikap skeptisme profesional auditor internal 
2. Untuk mengetahui skeptisme profesional auditor internal dibangun 
menggunakan konsep moralitas 
3. Untuk mengetahui pandangan auditor mengenai kecurangan dan kaitannya 
dengan moralitas 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Teoritis : penelitian ini memberikan pemahaman kepada auditor internal 
mengenai penerapan sikap skeptisme profesional yang merupakan sikap yang 
penting dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas. Penelitian ini juga 
memberikan pemahaman mengenai konsep moral yang dijadikan landasan bagi 
auditor dalam menentukan perilaku untuk bertindak dalam menjalankan tugas 
auditnya. 
b. Praktis : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktisi bagi 
istansi pemerintahan dan menjadikan skeptisme sebagai dasar dalam perilaku 
auditor dalam menjalankan tugas auditnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Teori Peran 
Teori peran atau role theory merupakaan teori perpaduan antara teori, 
orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari 
sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari 
dunia teater. Dalam teater, seorang aktor bermain sebagai tokoh tertentu dan 
dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. 
Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi 
seseorang dalam masyarakat. sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang 
dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku 
yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam 
kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau 
aktor tersebut. Dari sudut pandang tersebut disusunlah teori-teori peran (Sarwono, 
2002; dalam Hutami, 2011) 
Ketika berhadapan dengan situasi apapun, seseorang telah membuat sebuah 
peran dalam rangka untuk mengelolah sesuatu yang disebut “the situation model” 
yang menunjukkan bahwa seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu 
dimana seseorang dalam berperilaku sering  ditentukan oleh peran sosial yang 
diperoleh (Ebimobowei and Kereotu, 2011). Dalam pekerjaan, peran 
menggambarkan bagian yang harus dimainkan oleh individu dalam memenuhi 
persyaratan mereka yang menunjukkan bentuk-bentuk spesifik perilaku yang 
diperlukan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, 
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hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana auditor dalam menjalankan proses 
pengauditan yang harus memiliki skeptisme profesional karena perannya sebagai 
auditor yang bertugas untuk mendeteksi kecurangan melalui pengawasan. 
Menurut Ebimobowei and Kereotu (2011) konsep sebuah peran mendasarkan 
fakta bahwa seseorang dalam pekerjaannya harus selalu bertindak, mereka tidak 
sekedar membaca garis tetapi menginterpretasikannya berdasarkan persepsi 
mereka sendiri tentang bagaimana mereka hendaknya berperilaku dalam konteks 
pekerjaan mereka, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain yang mungkin 
mempunyai pengaruh dalam pekerjaannya. Penetapan peran dalam auditor 
internal adalah pada lingkungan yang menyediakan pekerjaan auditor dan pemilik 
sumber daya ekonomi. 
B. Auditing 
Secara etimologi pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan kata 
“auderee” yang berarti mendengar dan mendengar yang efektif adalah sebuah 
aktivitas yang menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat 
pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Oleh karena itu 
pemeriksaan atau audit adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon 
data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada 
pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti (Murwanto dkk, 2011:2). 
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI,2014) mendefinisisan 
Audit Sebagai proses mengidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 
dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit 
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan 
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keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 
Berdasarkan tujuannya, Murwanto, dkk (2011:18) membagi audit dalam tiga jenis 
yaitu: 
1. Audit Keuangan, yaitu meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan 
untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit 
telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi/usaha dan 
arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
2. Audit Kinerja (Audit Operasional), yaitu untuk dapat meningkatkan tingkat 
akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak 
yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memprakarsai tindakan koreksi 
yang mencakup ekonomi, efisiensi dan program. 
3. Audit Untuk Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan 
khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Audit ini berkaitan 
dengan keuangan yang mencakup audit Investigasi dan audit ketaatan. 
Mulyadi (2014:28); dalam Sugiarmini dan Datrini (2017), menggolongkan 
auditor dalam 3 kategori, yaitu: 
1. Auditor Independen, yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya 
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keungan 
yang dibuat oleh kliennya. 
2. Auditor Pemerintah, yaitu auditor profesional yang bekerja pada instansi 
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban 
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau 
pertanggungjawaban keuangan yang dutujukan kepada pemerintah. 
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3. Auditor Internal, yaitu auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 
oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan 
terhadap kekayaan organisasi menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan 
organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 
bagian organisasi. 
Menurut Rustendi (2017) auditor harus mengurangi risiko yang berkenaan 
dengan pemberian jasa audit internalnya, baik yang berkaitan dengan manajemen 
fungsi audit internal maupun keterlibatan individu auditor. Menurut Murwanto, 
dkk (2011:103) audit yang berkualitas mengharuskan auditor untuk tanggap 
secara kritis terhadap resiko-resiko audit. Adapun resiko audit yang dijelaskan 
oleh Murwanto, dkk (2011:103) yaitu: 
1. Risiko deteksi yang direncanakan, yaitu bahan bukti yang dikumpulkan 
dalam segmen gagal dalam menemukan salah saji yang melewati jumlah yang 
dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. 
2. Risiko bawaan, yaitu penetapan auditor akan kemungkina adanya salah saji 
dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan 
faktor efektivitas pengendalian internal. 
3. Risiko Pengendalian, yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan 
adanya kekeliruan (salah saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, 
yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian internal. 
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4. Resiko audit yang dapat diterima, yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk 
menerima bahwa laporan audit tidak memberikam pendapat atau simpulan yang 
sesuai dengan kenyataan yang ada. 
Dalam AAIPI dijelaskan ada dua kewajiban yang harus dilakukan auditor 
yaitu mengikuti standar audit dan meningkatkan kompetensi. Auditor harus 
mengikuti standar audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap 
material yang apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan 
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan hasil audit intern. 
Kemudian auditor wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan 
pelatihan profesional yang berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
bagi auditor. Adapun kompetensi teknis terkait dengan persyaratan untuk dapat 
melaksanakan tugas audit seperti yang dijelaskan dalam AAIPI yaitu: 
1. Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola 
sektor publik, 
2. Kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern, 
3. Kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern, 
4. Kompetensi bidang sikap profesional, 
5. Kompetensi bidang komunikasi, 
6. Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan, 
7. Kompetensi bidang manajemen pengawasan. 
Dalam pelaksanaan penugasan, IIA  (2016)  menjelaskan bahwa auditor 
internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan 
mendokumentasikan informasi yang memadai untuk tercapainya sebuah tujuan 
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penugasah. Auditor harus mengidentifikasi informasi yang  memadai, handal, 
relevan dan berguna. Kemudian dalam menganalisis dan mengevaluasi, auditor 
harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya dengan sesuai. 
Selanjutnya auditor internal mendokumentasikan informasi yang memadai, 
handal, relevan dan berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 
C. Kode Etik Akuntan dan Auditor Dalam Islam 
Dalam melakukan penugasan, nilai-nilai Islam pun seharusnya tidak bisa 
lepas dari diri seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah 
beberapa landasan kode etik akuntan dan auditor dalam perspektif Islam yang 
dijelaskan oleh Pravitasari (2015)  yaitu: 
1. Integritas. Dalam Islam, integritas ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang 
dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh perilakunya. Selain itu, Islam juga 
menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk 
melaksanakan suatu kewajiban.  
2. Prinsip kekhalifaan di muka bumi. Kekhalifaan yang dimaksud adalah 
didasarkan pada prinsip menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi 
adalah Allah SWT dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan di bumi ini 
bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk kehidupan dirinya, keluarga 
dan masyarakat. 
3. Keikhlasan. Landasan ini berarti bahwa akuntan harusmencari keridhaan Allah 
dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, 
dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya.  
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4. Ketakwaan. Takwa yang dimaksudkan adalah ketakutan kepada Allah baik 
dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara 
melindungi dari akibat negatif dan perilaku yang bertentangan dengan syariah 
khususnya dalam hal kekayaan dan transaksi yang cenderung pada kezaliman. 
5. Kebenaran dan bekerja secara sempurna. Tidak harus membatasi dirinya dalam 
melakukan sebuah pekerjaan tetapi juga harus berjuang mencari dan 
menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas dan profesinya. 
6. Takut kepada Allah dalam setiap hal. Meyakini bahwa allah selalu melihat dan 
menyaksikan setiap tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan 
mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. 
D. Skeptisme Profesional 
1. Pengertian dan Pengaplikasian Skeptisme Profesional 
Skeptisisme dapat dipahami sebagai teori bahwa manusia sesungguhnya tidak 
memiliki ilmu pengetahuan yang utuh terhadap sesuatu hal sehingga mereka tidak 
dapat mengklaim bahwa kepercayaan atau keimanan yang mereka miliki 
sesungguhnya mutlak benar (Amin, 2010). Ini berarti bahwa skeptisisme bukan 
menolak kebenaran tetapi menolak menerima kebenaran tanpa adanya bukti dan 
fakta-fakta yang menyatakannya benar. Kemudian Amin (2010) membagi 
skeptisme dalam dua tingkatan, yang pertama yaitu skeptisme global dimana 
manusia tidak mengetahui satupun atau sekurangnya sangat mendekatai 
ketidaktahuan dan yang kedua yaitu skeptisme lokal dimana kalaupun manusia 
dapat mengetahui sesuatu maka manusia tidak dapat mengetauhi aspek-aspek 
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diluar dari dirinya (external world), induksi (induction), aku (the self), kebebasan 
(free will), dan masalah metafisik lainnya. 
Skeptisme merupakan suatu proses dalam menerapkan pikiran kritis dan akal 
sehat untuk menentukan suatu masalah (Alfa dan Indarto, 2013). Pada ISA No. 
200 dalam Noviyanti (2008) dinyatakan bahwa sikap skeptisme profesional 
berarti auditor membuat penaksiran yang kritis (critical assessment) dengan 
pikiran yang selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari 
bukti audit yang diperoleh. Dalam hal ini, AAIPI mnjelaskan bahwa auditor tidak 
menganggap bahwa manajemen adalah tidak jurjur dan tidak pula menganggap 
bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan 
skeptisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang 
persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur. 
Setiap auditor dapat menerapkan sikap skeptisme profesional yang berbeda 
satu sama lain karena pada dasarnya sikap yang dimiliki seseorang dalam 
kesehariannya akan memengaruhi sikap dalam menjalankan profesinya sesuai 
dengan karakter masing-masing individu baik yang bersifat bawaan ataupun hasil 
bentukan dari lingkungan (Kartikasari dkk, 2017). Seorang auditor pada tingkat 
skeptisisme profesional yang tinggi akan mencari informasi lebih banyak 
dibandingkan auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang rendah. 
Skeptisisme profesional yang rendah akan menumpulkan kepekaan auditor 
terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi atau tanda-
tanda bahaya yang mengidikasikan adanya kesalahan dan kecurangan 
(Tuanakotta, 2011:77).  
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Penting untuk mengingat bahwa menerapkan kontinuitas sikap skeptis ini 
dilakukan setelah penilaian resiko awal yang cermat dan tepat. Dalam penelitian 
Glover dan Prawiit (2014) menunjukkan aplikasi dari rangkaian skeptisme. 
Adapun rangkaian tersebu di tunjukkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Rangkaian Skeptisme 
 
 
 
 
 
                                       Skeptisme Profesional** 
                     “Sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan” 
 
 
 
 
 
 
*netral – tidak mengasumsikan ketidakjujuran manajemen atau kejujuran tanpa keraguan 
** sikap skeptis yang profesional tidak mencakup daerah yang kontinum yang digambarkan 
dengan kepercayaan yang lengkap, di daerah yang digambarkan sebagai keraguan lengkap, auditor 
akan bergerak menuju pola pikir forensik. 
Sumber: Glover dan Prawiit (2014) 
 
Kepercaya
an penuh 
Netral * 
Keraguan 
yang 
beralasan 
Keraguan 
lengkap 
Rangkaian Skeptisme 
Kurang mengaudit bukti dan 
dokumentasi 
Bukti audit yang luas 
dan dokumentasi 
Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan 
kurangnya bukti audit (setelah prosedur 
penilaian resiko yang sesuai) 
- Resiko yang lebih rendah dan kerentanan 
kesalahan material 
-tidak ada indikator kecurangan 
-tidak terdeteksi kesalahan 
-rutin, penilaian kecil yang diperlukan 
-bukti audit konsisten dengan penilaian 
resiko awal 
Faktor-faktor yang berpotensi mengarah 
kelebih banyak bukti audit (setelah prosedur 
penilaianresiko yang cocok) 
- Resiko yang lebih tinggi dan kerentanan 
terhadap pertanyaan material 
-tanda kecurangan hadir 
-kesalahan terdeteksi 
-pertimbangan yang kompleks 
-bukti audit tidak konsisten dan bertentangan 
dengan risiko awal 
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Berdasarkan rangkaian skeptisme diatas menjelaskan bahwa tingkat 
skeptisme bervariasi tergantung pada situasi seorang auditor, hal ini juga 
menunjukkan adanya sikap skeptis yang berbeda. Glover dan Prawiit (2014) 
menjelaskan rangkaian skeptisme diatas memungkinkan auditor untuk mengambil 
sudut pandang yang paling tepat mempertimbangkan keadaan yang cocok untuk 
setiap bidang audit dan pernyataan. Rangkaian diatas menunjukkan tingkat 
skeptisme profesional yang berbeda. Faktor-faktor yang menuntun pada 
kebutuhan untuk mengumpulkan lebih banyak atau sedikit bukti audit mengakui 
bahwa akan ada keadaan ketika prosedur penilaian resiko akan menyebabkan 
auditor untuk menentukan bahwa sejumlah kerja audit yang berbeda diperlukan 
untuk pernyataan tertentu. 
2. Karakteristik Skeptisme Profesional 
Adapun karakteristik dari skeptisisme profesional yang dijelaskan oleh Hurtt 
(2010) yakni: 
1. Questioning Mind (Quetioning) / Mempertanyakan pikiran (bertanya), yaitu 
bahwa skeptisisme profesional membutuhkan pertanyaan yang terus-menerus 
tentang apakah informasi dan bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa salah 
saji material karena kecurangan telah terjadi. 
2. Suspension Of Judgement / Penangguhan Keputusan, yaitu mengumpulkan 
dan megevaluasi secara objektif bukti di seluruh audit dan penilaian harus 
ditunda sampai bukti yang cukup diperoleh. 
 
20 
 
3. Search For Knowledge / Pencarian Pengetahuan, yaitu lebih kepada rasa 
keingintahuan umum atau kepentingan dan mendorong keinginan untuk 
menyelidiki. 
4. Interpersonal Understanding / Pemahaman Antarpribadi, yaitu berhubungan 
dengan memahami motivasi dan integritas individu yang memberikan bukti. 
5. Autonomy / Keteguhan Hati, yaitu berkepentingan dengan penentuan sendiri 
tentang kebenaran dan kurang dipengaruhi oleh keyakinan dan upaya persuasi 
orang lain. 
6. Self-Esteem / Harga Diri, yaitu harga diri digunakan untuk menentang upaya 
persuasif daripada hanya menerima apa yang disajikan. 
Kemudian International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 
2017) menjelaskan hal-hal yang diwaspadai dalam sikap skeptisme profesional, 
yaitu: 
1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lainnya yang diperoleh 
2. Informasi yang menanyakan keandalan dokumen dan tanggapan atas 
pertanyaan untuk digunakan sebagai bukti audit 
3. Kondisi yang mungkin menunjukkan kemungkinan kecurangan. 
4. Keadaan yang menyarakan perlunya prosedur audit disamping yang diminta 
oleh ISA. 
Dengan mempertahankan sikap skeptisme profesional diseluruh audit, audit 
akan mampu mengurangi resiko seperti yang dijelaskan dalam IAASB (2017), 
yaitu: 
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1. Menghadapi keadaan yang tidak biasa 
2. Lebih generalisasi ketika menarik kesimpulan dari pengamatan audit 
3. Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menentukan sifat, waktu, dan 
batas prosedur audit serta mengevaluasi hasilnya. 
E. Skeptis Dalam Pandangan Islam 
 Sikap skeptis sebenarnya dianjurkan dalam Islam, tetapi harus mengetahui 
skeptis yang seperti apa. Dalam islam, sikap skeptis disebut dengan kata 
tabayyun. Yang dimaksud dengan tabayyun adalah memeriksa dengan teliti dan 
yang dimaksud dengan tatsabbut adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, 
melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang 
datang, sampai menjadi jelas dan terang baginya.” (Fathul Qadir, 5:65). Allah 
SWT berfirman dalam QS. Al Hujurat : 6 yang melandasi definisi (dan perlunya) 
sikap skeptis, sebagai berikut: 
Terjemahannya: 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
Jadi jika merujuk firman Allah SWT, maka tabayyun bisa kita tafsirkan 
sebagai memeriksa teliti dahulu suatu berita sebelum mempercayainya, atau 
"menunda percaya sebelum memeriksa dengan teliti." 
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F. Konsep Moralitas 
1. Pengertian Moral  
Moralitas mengacu pada konsep yang mendefinisikan tindakan dengan  
respek terhadap sifat nilai, jadi moralitas berkaitan dengan kualitas perbuatan 
manusia. Meskipun moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku individu, 
individu hanya dapat berperilaku dalam konteks masyarakat yang memiliki 
struktur budaya, sosial, politik dan ekonomi (Setiawan, 2017). Filsafat yang 
penting dalam pembahasan moral adalah psikologi, hal ini berkaitan dengan tahap 
perkembangan moral dalam individu dan perspektif sosiologis yang berkaitan 
dengan  dengan dirinya sendiri dengan adanya moralitas sebagai fenomena sosial 
serta peranya dalam pencapaianperdamaian dalam masyarakat. 
Seorang pemikir yang membuat penilaian moral atau mengakui fakta moral 
adalah subjek persyaratan konseptual bahwa seseorang tersebut termotivasi untuk 
bertindak (Greenberg, 2009). Khelil, dkk (2016) menjelaskan pentingnya 
keberanian moral dalam bertindak dalam situasi yang sulit di tempat kerja dimana 
keberanian moral dianggap sangat penting dalam situasi korupsi dan pemerasan. 
Karakter moral berkenaan dengan ipersonality seperti kekuatan ego, kegigihan, 
kekerasan hati, pemikiran dan kekuatan akan pendirian serta keberanian yang 
berguna untuk tindakan yang benar (Sari dan Isroah, 2010). 
Karssing, dkk (2017) menjelaskan bahwa kode etik yang dirumuskan oleh 
IIA adalah sumber kunci untuk moral auditor internal. Namun menurutnya 
menyusun kode jelas tidak cukup. Para anggota harus membiasakan diri dengan 
bersedia mengakui dan menerima prinsip dan aturan perilaku sebagai panduan 
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wajib untuk perilaku mereka. Seseorang terkadang berperilaku yang dapat dinilai 
sebagai moral karena meraka menghormati dan mematuhi aturan dalam konteks 
tertentu. Namun, cara menetapkan aturan yang dapat dilakukan hanya sesuai 
dengan tekanan yang normatif dan bukan karena komitmen moral yang nyata 
untuk aturan tersebut. 
2. Tahapan dan komponen dalam Moral 
Adapun tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1971), sebagai 
berikut: 
Level 1: tingkat pra-konvensional, yaitu individu responsif terhadap aturan 
dan level budaya (misalnya baik, buruk, benar, salah), tetapi menafsirkan label 
dalam hal konsekuensi fisik atau hedonistik (yaitu kepuasan kriteria adalah 
penghindaran rasa sakit atau keuntungan pribadi. Kemudian tingkat pra-
konvensional ini dibagi menjadi dua tahap 
- Tahap 1 : orientasi hukuman dan ketaatan. Konsekuensi fisik dari tindakan 
menentukan kebaikan atau keburukannya terlepas dari konsekuensi 
tindakannya. 
- Tahap 2 : orientasi relativis instrumental. Tindakan benar adalah yang mana 
memenuhi kebutuhannya sendiri. Unsur keadilan, timbal balik dan pembagian 
yang setara hadir tetapi mereka ditafsirkan dengan cara fisik dan pragmatis. 
Level 2 : level konvensional. Pada tingkat ini pemeliharaan harapan 
kelompok keluarga atau bangsa dinilai berharga dalam dirinya sendiri, terlepas 
dari konsekuensi langsung dan jelas. Tingkat ini terkait dengan tatanan sosial dan 
berisi tahap-tahap sebagai berikut: 
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- Tahap 3 : interpersonal dari laki-laki/perempuan yang baik. Perilaku adalah 
diarahkan untuk menyenangkan atau membantu orang lain yang disetujui 
oleh mereka 
- Tahap 4 : orientasi hukum dan ketertiban. Orientasi pada tahap ini menuju 
otoritas, dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pemeliharaan 
tatanan dan aturan sosial berasumsi penting atas pertimbangan lain. 
Level 3 : tingkat pasca convensional. Pada tingkat ini ada upaya jelas untuk 
mendefinisikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang berlaku yang mengakui 
dan menghormati kedaulatan individu lain yang melibatkan: 
- Tahap 5 : kontrak sosial, orientasi legalistik. Tahap penalaran moral ini 
cenderung untuk menampilkan nada utilitarian. 
- Tahap 6 : orientasi prisip etika universal. Tahap ini mengasumsikan 
bimbingan oleh prinsip etika universal yang harus diikuti. 
- Tahap 7 : tingkat perkembangan moral pasca kemerdekaan atau berprinsip 
membutuhkan perdebatan semakin ke arah filosofis. 
Myyry (2003) merangkum tiga komponen utama yang secara luas 
merangkum lingkup psikologi moral dengan mempertimbangkan proses lainnya 
dari perilaku moral dan juga menekankan bahwa komponen tersebut saling 
mempengaruhi dengan cara-cara yang rumit. Komponen-komponen tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Moral Sensitivity (kepekaan moral) 
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Hal ini dapat dikalaim bahwa biasanya masalah moral muncul sewaktu 
tujuan, rencana, hasrat dan harapan orang-orang terancam. Hal yang krusial 
mengenai moral adalah kepekaan terhadap kesejahteraan dan hak-hak yang lain, 
terutama ketika mereka bertentangan dengan kepentingan sendiri dan bahwa 
sensitivitas ini dapat tercermin dalam keprihatinan seseorang tentang konsekuensi 
dari tindakan seseorang untuk orang lain. Kemudian Lovett dan Jordan (2010) 
mengembangkan dua konsepsi dari sensitivitas moral yaitu the normative 
conception (konsepsi normatif) dan  the descriptive conception (konsepsi 
deskriptif).  The normative conception (konsepsi normatif) menampilkan 
kebenaran dalam mengidentifikasi masalah moral dalam situasi tertentu sebagai 
praktik etika untuk profesi tertentu. The descriptive  conception (konsepsi 
deskriptif) mempelajari efek dari keyakinan moral dan kualitas sikap yang 
dideskripsikan atau dinilai oleh beberapa orang.  
b. Moral Judgement (pertimbangan moral) 
Komponen moral ini adalah komponen yang paling banyak dipelajari dalam 
moralitas. Hal ini mengacu pada tindakan apa saja dari kemungkinan alternatif 
yang seharusnya dipilih dalam situasi tertentu.  
c. Moral motivation (motivasi moral) 
Motivasi untuk bertindak secara moral merupakan proses yang disengaja atau 
sadar. Alasan untuk bertindak moral harus bermoral juga yaitu alasannya harus 
terkait dengan apa yang secara moral baik atau buruk dalam pemahaman mereka. 
Biasanya orang ingin menganggap diri mereka sebagai orang yang bermoral dan 
adil sehingga moral menjadi bagian yang sangat penting. 
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G. Kecurangan 
Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam Tehupuring dan Lingga (2017) 
mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai 1) salah saji yang timbul dari 
kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara 
sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan  keuangan untuk mengelabui 
pemakai laporan keuangan 2) salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak 
semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau 
penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat 
laporan yang disajikan tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. 
Menurut Danuta (2017) fraud merupakan suatu tindakan yang bertujuan 
menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara yang tidak dibenarkan 
sehingga terdapat pihak lain yang dirugikan. 
IAASB (2017) mendefinisikan fraud sebagai sebuah tindakan yang di sengaja 
oleh satu atau lebih individu antara manajemen, pihak yang bertanggungjawab 
atas tata kelola , karyawan atau pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang 
tidak adil atau ilegal.  IIA (2016) menjelaskan kecurangan sebagai tindakan ilegal 
yang bercirikan penipuan, penyembunyian atau penyalahgunaan kepercayaan 
yang dilakukan oleh pihak-pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, 
atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau untuk 
memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis. 
Ada 3 jenis kecurangan menurut Hall dan Singleton (2007:285) dalam 
Wiguna dan Hapsari (2015) yaitu: 
1. Kecurangan dalam laporan keuangan (Fraudulent Statement) 
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2. Korupsi (Corruption) 
3. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 
Meneurut Kuria dan Muturi (2015) fraud bisa terjadi karena tanggungjawab 
untuk mencegah bukanlah tugas yang biasa ditetapkan, ketidakjujuran diterima 
sebagai kasus yang tidak terelakkan dan dikenal yanpa hukuman sehingga 
kebiasaan itu menyebar. Penipuan dapat muncul dalam segala bentuk dan ukuran 
baik yang besar dan rumit maupun yang kecil dan sederhana. Fraud memiliki 
keluasan yang luar biasa dan meliputi segala sesuatu mulai dari akun pengeluaran 
dan penipuan pengadaan hingga penyimpangan pelaporan keuangan (Vasiu dkk, 
2003). 
Cressey (1953) dalam Annisya, dkk (2016) memperkenalkan Fraud Triangel 
yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, yaitu 
1. Tekanan (Pressure), yaitu motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, 
biasanya karena beban keuangan. 
2. Kesempatan (Opportunity), yaitu kondisi yang memungkinkan untuk 
melakukan kejahatan.  
3. Rasionalisasi (Rationalization), yaitu sikap yang memperbolehkan seseorang 
melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. 
Kemudian konsep Fraud Triangel ini dikembangkan oleh marks (2010) 
dalam Danuta (2017) dengan menambahkan dua elemen baru yang secara yang di 
sebut Crowe’s Fraud Pentagon Theory. Dua elemen baru tersebut yakni 1) 
Arogansi, yaitu sikap superioritas dan merasa berhak atau keserakahan sebagai 
bagian dari seseorang yang tidak percaya bahwa pengendalian internal tidak 
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berlaku terhadap pribadinya 2) kompetensi, yaitu kemampuan karyawan untuk 
mengesampingkan pengendalian internal. Dikembangkannya dua elemen baru ini 
karena para pelaku fraud pada masa sekarang dianggap memiliki pola pikir yang 
lebih independen, informasi yang lebih memadai dan akses yang lebih memadai 
terhadap aset. 
Amrizal (2004) menjelaskan hal-hal yang harus dicegah jika kecurangan 
mungkin terjadi, yaitu: 
1. Membangun Struktur Pengendalian Internal yang Baik 
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen 
untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat, oleh 
karena itu manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang 
baik dan efektif mencegah kecurangan. COSO (1992): dalam Amrizal (2004) 
memperkenalkan lima komponen dalam pengendalian intern yang saling 
terkait yaitu: 
1) Lingkungan pengendalian (Control Environment), yaitu menetapkan corak 
organisasi , mempengaruhi kesadaran pengendalian dan orang-orangnya. 
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 
pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 
pengendalian ini mencakup bebeerapa hal yaitu: 1) Integritas dan Nilai 
Etika 2) komitmen terhadap kompetensi 3) partisipasi dewan komisaris 
atau komite audit 4) filosofi dan gaya operasi manajemen 5) Struktur 
Organisasi 6) pemberian wewenang dan tanggungjawab 7) kebijakan dan 
praktik sumber daya manusia. 
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2) Penaksiran Resiko (Risk Assesment), yaitu identifikasi dan analisis 
terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu 
dasar untuk  menentukan bagaimana resiko harus dikelola. 
3) Standar Pengendalian (Control Activities), yaitu kebijakan dari prosedur 
yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 
4) Informasi dan Kominikasi (Information and Comunication), yaitu 
pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu 
bentuk dari waktu yang memungkinkan orang yang melaksanakan 
tanggungjawab mereka. 
5) Pementauan (Monitoring), yaitu proses menentukan mutu kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan 
desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan 
tindakan koreksi. 
2. Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian 
Adapun hal-halyang harus dilaksanakan dalam mengefektifkan aktivitas 
pengendalian ini adalah sebagai berikut: 
1) Review kinerja 
2) Pengolahan informasi 
3) Pengendalian fisik 
4) Pemisahan tugas 
3. Meningkatkan Kultur Organisasi 
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
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yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-
sumber organisasi bekerja secara efisien , menghasilkan nilai ekonomi jangka 
panjang yang berkesinambungan. 
4. Mengefektifkan fungsi Internal Audit 
Dalam hal ini, auditor harus menggunakan kemahirannya dengan seksama 
sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat 
memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya 
kecurangan. 
H. Rerangka Pikir 
Keberadaan auditor internal sangat penting terutama pada pemerintahan. 
Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa kinerja auditor internal cenderung 
menurun dimana hal ini ditandai dengan kecurangan yang tak hentinya menjalar 
dari satu instansi ke instansi lainnya. Rendahnya skeptisme menjadi salah satu 
faktor audit internal gagal dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Oleh karena itu, 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif penelitian ini akan membahas 
mengenai bagaimana auditor menerapkan sikap skeptisme profesional dalam 
melakukan tugas audit. Dengan melihat bahwa salah satu faktor auditor internal 
gagal dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya skeptisme yang dimiliki 
oleh auditor, maka dari itu penelitian ini mencoba untuk membangun sikap 
tersebut dengan menggunakan konsep moral dimana konsep moral tersebut terdiri 
atas tiga komponen yaitu moral sensitivity, moral judgement, dan moral 
motivation. Dengan tiga komponen tersebut diharapkan dijadikan dasar untuk 
membangun sikap skeptisme profesional auditor sesuai dengan karakternya. 
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Dengan demikian, peneliti menggambarkan secara sederhana rerangka pikir 
sebagai berikut: 
Gambar 2.2 
Rerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu 
mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 
mendalam. Mulyadi (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 
pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). 
Sugiyono (2009) dalam Simamora dan Abdul (2013) mengatakan metoda 
penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut 
yaitu: masalah penelitian belum  jelas (masih remang-remang atau mungkin masih 
gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami 
interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan 
teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah 
perkembangan. 
Menurut Sugiyono (2017:7) metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif 
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
Alasan utama dari pemilihan metode penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri 
sendiri untuk lebih memahami  bagaimana penerapan skeptisme auditor internal 
dan bagaimana skeptisme profesional tersebut dibangun dengan konsep moral 
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dalam  hal pencegahan dan pendeteksian kecurangan dengan menggunakan 
persepsi dari konsep moral itu sendiri. Lokasi penelitian ini dilakukan di 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Pendekatan penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkap sebelumnya, yaitu untuk 
mengetahui penerapan sikap skeptisme profesional auditor internal, dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian 
deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 
kesimpulan yang lebih luas. Alasan dari penggunaan metode pendekatan  
penelitian ini karena teknik studi kasus memiliki fokus penelitian yang spesifik 
dan mendalam pada kasus sebagai obyek yang diteliti. Hal ini dirasa tepat 
digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
mengenai penerapan skeptisme profesional audit internal pada Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data 
subyek adalah data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara 
individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan 
tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. Sumber data dalam penelitian 
ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan seperti data hasil wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan 
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dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur terutama 
materi tentang auditor internal serta arsip pada Inspektorat Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data 
yang sesuai dengan lingkup penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
 Sugiyono (2014:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 
menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan 
lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, 
tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti 
melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan 
menganalisis berbagai laporan audit internal dan keuangan pada Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Wawancara 
 Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – 
hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidak–
tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang 
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digunakan adalah wawancara terpimpin sehingga peneliti menggunakan daftar 
pertanyaan yang diajukan kepada pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan 
menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan 
terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. 
4. Dokumentasi 
Sugiyono (2014) Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh 
informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 
responen atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
5. Internet Searching 
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 
tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 
penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang 
diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Sugiyono (2014) Instrument penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh 
data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di 
lapangan.  Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian 
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terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat 
bantu untuk mengumpulkan data seperti: 
1. Alat tulis 
2. Alat perekam 
3. Daftar pertanyaan wawancara. 
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
F. Pengelolaan dan Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi, dan obsevasi. Langkah–langkah yang dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang 
tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang 
bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan. 
4. Reduksi data (Data Reduction), memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoreh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
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disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam 
bentuk naratif. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 
menggunakan validityas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada 
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas 
(dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada 
aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan 
lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan 
data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua 
pengujian yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal). 
1. Uji Validitas Internal 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validityas 
internal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data 
dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut 
Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 
sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. 
a. Perpanjangan Pengamatan Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara 
peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan 
oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan 
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pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan 
kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat 
diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.  
b. Meningkatkan ketekunan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan 
merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini 
dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan 
demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati. 
c. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 
tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 
terhadap data yang telah ada.  
1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 
diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa 
yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan 
pemilahan data yangsama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih 
lanjut.  
2) Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini teori 
akuntansi sektor publik dan aturan yang ditetapkan atas objek 
penelitiansehingga memperoleh gambaran atau temuan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 
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peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil 
analisis data yang telah diperoleh. 
3) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber 
data pendukung lainnya seperti berita-berita terkait aktivitas Pelaporan 
Keuangan di berbagai media. Tentu masing-masing cara  itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena 
yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud 
dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang 
dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi 
yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.  
e. Diskusi, yakni diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada 
bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga 
memperoleh kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar 
peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan 
kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan 
hasil penelitian dengan orang yang dianggap kompeten. 
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2. Validitas Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip 
dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan 
pengujian transferability guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, 
dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, 
generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk 
data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk menerapkan 
hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan 
penelitian yang dimaksud. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Struktur Organisasi 
Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam 
peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah , Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi 
Sulawesi Selatan, yang dalam penyusunannya mengacu pada peraturan menteri 
dalam negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri 
dari: 
a. Inspektur (Eselon IIa) 
b. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi : 
1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa) 
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon Iva) 
3) Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IVa) 
c. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa) 
d. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa) 
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e. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa) 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa) 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Sumber : RENSTRA 2013-2018 Revisi 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan 
dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas 
Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
a. Tugas Pokok Inspektorat 
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 
provinsi, pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 
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b. Fungsi Inspektorat 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi 
mempunyai fungsi: 
1) Menyusun perencanaan program pengawasan 
2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 
3) Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan, dan 
4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya 
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi  
a. Inspektur 
Tugas pokok: 
Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Pengawasan. 
Fungsi: 
1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan 
2) Penyususan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan 
kapasitas Inspektorat dan Profesionalisme sumber daya aparat 
pengawas 
3) Perencanaan, pembinaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan 
manajemen pengawasan 
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4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengkoordinasian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan 
instansi terkait 
5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas 
6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan 
penyajian data hasil pemeriksaan APFP. 
b. Sekretaris 
Tugas Pokok: 
Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan 
administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 
Inspektorat Provinsi. 
Fungsi: 
1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang pengawasan 
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, 
jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat 
3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
Pengawasan 
4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, 
peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup 
Inspektorat 
c. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d IV 
Tugas pokok: 
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Melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah 
kerjanya 
Fungsi: 
1) Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan di 
wilayahnya 
2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
pengawasan 
3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah 
4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan 
5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional 
Auditor, tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian. Tugas Kelompok Jabatan 
Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
a. Pernyataan Visi 
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Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan 
dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Inspektorat Periode tahun 
2013-2018 yaitu: 
“Menjadi Lembaga Pengawasan Internal Yang Profesional Dan 
Responsif Untuk Terselenggarakannya Tata Kelola Pemerintahan 
Yang Baik” 
Makna profesional adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja 
maksimal dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber 
daya manusia aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam 
menjalankan fungsi pengawasan dalam  mengawal Visi, Misi, dan 
Program-program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-
2018, sedangkan makna responsif adalah suatu upaya organisasi untuk 
senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh, untuk 
mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. 
b. Pernyataan Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka berdasarkan tugas pokok 
dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1) Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah 
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2) Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah 
3) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, tata 
laksana dan kelembagaan pengawasan. 
B. Penerapan Skeptisme Profesional Auditor 
Skeptisme profesional merupakan sikap yang harus dimiliki seorang auditor 
dalam menjalankan tugas auditnya. Sikap skeptis adalah sikap yang dimiliki 
auditor yang mncakup pikiran yang selalu bertanya, sikap keragu-raguan dan 
melakukan review secara kritis. Seperti pernyataan informan 1 yaitu: 
“Kalau skeptis dalam jabatan sebagai auditor, ini merupakan bagian dari 
sebuah kegelisahan dengan kondisi yang terjadi hari ini. Jika kita mengklaim 
bahwa hari ini masih banyak terjadi kecurangan saya selaku auditor yang 
ditugaskan di pemerintah itu masih selalu gelisa. Dalam artian gelisa dalam 
hal positif bahwa kita punya tanggung jawab moral untuk bagaimana 
meminimalisir kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.” 
 
Informan 1 menyatakan bahwa skeptis merupakan suatu kegelisaan dalam 
melakukan pemeriksaan. Dalam artian bahwa auditor selalu merasa khawatir atau 
cemas karena perannya sebagai auditor adalah bertanggungjawab dalam 
meminimalisir kecurangan yang masih terjadi sedangkan kenyataannya tingkat 
kecurangan yang terjadi semakin tinggi khususnya di sektor pemerintahan. 
Kecurangan biasanya disembunyikan oleh pelakunya, oleh karena itu penting 
untuk menerapkan skeptisme profesional. Tanpa menerapkannya, auditor hanya 
akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk 
menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. 
1. Mempertanyakan fikiran untuk meyakinkan adanya salah saji 
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Pikiran yang selalu mempertanyakan atau Questioning Mind merupakan salah 
satu karakteristik skeptisme profesional yang dirumuskan oleh Hurtt (2010). Pada 
bagian ini akan menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan Pikiran yang selalu bertanya-tanya dalam 
mendeteksi kecurangan. Pikiran yang selalu bertanya dalam audit mengenai 
tentang apakah informasi dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya salah saji 
yang memungkinkan adanya kecurangan. Seorang auditor yang memiliki sikap 
skeptis akan memiliki pikiran yang selalu bertanya-tanya apakah kecurangan 
terjadi atau tidak dalam melakukan pemeriksaan. Sebagaimana yang diutarakan 
informan 1 berikut ini: 
“Jika bukti yang diberikan pengadu kepada kami, itu pertama kami 
melakukan komunikasi. Misalnya ada pengaduan dan mereka membawa 
bukti, itu kita identifikasi dulu kita tidak langsung terjun ke lapangan, kita 
melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan mengumpulkan bukti-
bukti itu dan melakukan telaah kepada pimpinan untuk melihat apakah 
pengaduan itu bisa kita lanjutkan atau tidak” 
 
Berdasarkan uraian dari informan 1 bahwa auditor terlebih dahulu 
mengidentifikasi bukti yang telah diterima dan melakukan pemeriksaan-
pemeriksaan pendahuluan. Dalam mengidentifikasi, auditor melakukan pencarian 
atas kebenaran suatu bukti yang telah diterima dan membuktikan bahwa terjadi 
salah saji yang mengakibatkan adanya kecurangan. Kemudian auditor melakukan 
pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan dengan mengumpulkan bukti-bukti. 
Seperti yang dinyatakan oleh Glover dan Prawit (2010) bahwa faktor-faktor yang 
menuntun pada kebutuhan untuk mengumpulkan lebih banyak atau sedikit bukti 
audit akan ada keadaan ketika prosedur penilaian resiko akan menyebabkan 
auditor untuk menemukan bahwa sejumlah kerja audit yang berbeda memerlukan 
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pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dengan demikian, sikap skeptis yang dimiliki 
auditor tersebut merupakan sikap skeptis pada tahap pendahuluan yaitu sebelum 
melakukan pemeriksaan audit. Auditor yang mengumpulkan banyak bukti-bukti 
yang kuat dalam mendeteksi kecurangan, akan ada banyak pertanyaan yang 
diperlukan auditor sehingga auditor tersebut dapat dikatakan memiliki sikap 
skeptis. 
Pernyataan informan 2 dan 3 juga menunjukkan bahwa auditor Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu karakteristik sikap yang 
membentuk skeptisme profesional auditor. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 
berikut: 
“Jika terjadi salah saji material yang sudah dalam bentuk laporan keuangan 
kami biasanya melakukan koreksi dan mengklarifikasi hal tersebut” 
 
Informan 2 menyatakan bahwa jika menemukan salah saji, auditor tersebut 
akan melakukan koreksi dan mengklarifikasi. Dalam hal ini, auditor melakukan 
penerapan skeptisme pada tahap pelaksanaan. Dimana pada saat auditor 
menemukan salah saji, auditor tersebut melakukan koreksi dan selanjutnya 
mengklarifikasi. Artinya, auditor tersebut tetap mempertanyakan informasi bukti 
yang diduga ada unsur kecurangan. Hal ini juga diuraikan oleh informan 3 yaitu: 
“Kita melakukan deteksi dini dan dilakukan pemeriksaan mendalam. 
Misalnya review, disitu memungkinkan resiko terjadinya kecurangan besar” 
 
Berdasarkan uraian dari informan 3, auditor tersebut melakukan deteksi dini 
dan pemeriksaan mendalam yakni melakukan review. Dalam artian, auditor 
melakukan pengecekan ulang sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu 
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melakukan pemeriksaan mendalam. Penerapan skeptisme profesional ini juga 
berada dalam tahapan pelaksanaan. 
Berdasarkan informasi diatas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan skeptisme 
profesional. Seperti yang di ungkapkapkan oleh Glover dan Prawiit (2010) bahwa 
tingkat skeptisme bervariasi tergantung pada situasi seorang auditor dan  hal ini 
menyebabkan adanya sikap skeptis yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dari 
tahapan auditor dalam menerapkan skeptisme profesional. Ada yang 
menerapkannya pada tahap pendahuluan dan pada tahap pelaksanaan. 
Tabel 4.1                                                                                                  
Questioning Mind 
Questioning Mind 
Kondisi Penerapan 
Informasi/bukti yang diperoleh 
menunjukkan adanya salah saji 
Melakukan pemeriksaan- pemeriksaan 
pendahuluan dengan melakukan pencarian 
atas kebenaran suatu bukti yang telah 
diterima. 
Saat menemukan menemukan salah saji, 
auditor melakukan koreksi dan selanjutnya 
mengklarifikasi yang memerlukan 
pertanyaan-pertanyaan tertentu.  
Melakukan pengecekan ulang sebelum 
dilanjutkan ke proses selanjutnya 
2. Penangguhan keputusan untuk mendapatkan bukti yang objektif 
Penangguhan keputusan (Suspension Of Judgement) merupakan salah satu 
karakteristik skeptisme profesional yang dikemukakan oleh Hurtt (2010). Pada 
bagian ini akan menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor di Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penangguhan keputusan dalam 
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menjalankan tugas auditnya. Penangguhan keputusan yaitu mengumpulkan dan 
mengevaluasi secara objektif bukti diseluruh audit dan penilaian harus ditunta 
sampai bukti yang cukup diperoleh. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptis 
akan akan mmelakukan penangguhan keputusan hingga seluruh fakta terkumpul 
dan diperoleh bukti yang objektif. Seperti uraian informan 2 berikut ini:” 
“Kalau menurut saya jika memang masih ada yang perlu diklarifikasi dan 
masih memerlukan data pendukung kita pending (tangguhkan) atau mungkin 
data tidak lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat material” 
 
Pernyataan informan 2 menunjukkan bahwa auditor tersebut melakukan 
penangguhan keputusan pada saat auditor tersebut masih memerlukan klarifikasi 
dan saat masih memerlukan data pendukung. Auditor juga melakukan 
penangguhan saat data yang tidak lengkap dan menunjukkan tingkat material. 
Dalam hal ini keputusan di tunda hingga auditor menemukan bukti yang lengkap 
dan objektif untuk meyakinkan bahwa terjadi kecurangan atau tidak. Hal ini juga 
diuraikan oleh informan 3 yaitu: 
“Misalnya jika ada dugaan fraud, saya tidak langsung memberikan 
kesimpulan bahwa terjadi kecurangan, kita mencari tahu dulu sampai bukti 
yang didapatkan cukup kuat dan dapat diterima. Jika sudah lengkap barulah 
diambil kesimpulan.” 
 
Pernyataan informan 3 menunjukkan bahwa auditor tidak akan mengambil 
keputusan sampai data yang diterima cukup kuat dan dapat diterima. Auditor akan 
mengambil kesimpulan setelah data dan informasi sudah lengkap. Berdasarkan 
uraian tersebut dapat dikatakan bahwa auditor telah memiliki sikap skeptis dalam 
hal penangguhan keputusan untuk meyakinkan adanya indikasi kecurangan.  
Berbeda dengan informan 1 dalam uraiannya sebagai berikut: 
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“Begini, kita sebagai auditor mempunyai program kerja pemeriksaan, nah 
disitu ada langkah-langkah audit. Kalau misalnya dalam  langkah-langkah itu 
ada lima pertanyaan, pertanyaan itu disimpulkan bahwa apakah temuan ini 
bersifat negatif atau positif. Setelah disimpulkan barulah kita mengambil 
keputusan apakah ini bisa ditindak lanjuti atau atau masih perlu pemeriksaan 
khusus. Jika memang terjadi indikasi kecurangan kita akan melakukan 
pendalaman atas temuan tersebut melalui pemeriksaan khusus.” 
 
Berdasarkan uraian dari informan 1, auditor tersebut melakukan pekerjaan 
auditnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah menyimpulkan, 
auditor lalu mengambil keputusan apakah keputusan tersebut bisa ditindak lanjuti 
atau masih memerlukan pemeriksaan khusus kemudian jika terjadi indikasi 
kecurangan auditor tersebut akan melakukan pendalaman atas temuan tersebut 
melalui pemeriksaan khusus. Dalam hal ini, auditor tidak melakukan 
penangguhan keputusan dan tidak melakukan pencarian bukti yang lengkap dan 
objektif sebelum melakukan keputusan. Auditor tersebut akan melakukan 
pencarian bukti yang lengkap dan objektif setelah melakukan keputusan yaitu 
dengan melakukan tindak lanjut dan melakukan pemeriksaan khusus. Berdasarkan 
uraian tersebut, auditor memiliki sikap skeptis yang berada pada tahapan setelah 
mengambil keputusan berupa melakukan tindak lanjut dan pemeriksaan khusus 
setelah pengambilan keputusan.  
Tabel 4.2 
Suspension Of Judgement 
Suspension Of Judgement 
Kondisi Penerapan 
Penangguhan dalam pengambilan 
keputusan untuk meyakinkan 
simpulan audit 
Auditor tersebut melakukan penangguhan 
keputusan pada saat auditor tersebut masih 
memerlukan klarifikasi dan saat masih 
memerlukan data pendukung. 
Auditor tidak akan mengambil keputusan 
sampai data yang diterima cukup kuat dan 
dapat diterima. 
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Auditor melakukan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan. Setelah 
menyimpulkan, auditor lalu mengambil 
keputusan apakah keputusan tersebut bisa 
ditindak lanjuti atau masih memerlukan 
pemeriksaan khusus. 
 
3. Pencarian pengetahuan untuk mendorong keinginan untuk menyelidiki 
Pencarian pengetahuan (Search for Knowledge) merupakan salah satu 
karakteristik yang dikemukakan oleh Hurtt (2010). Pada bagian ini akan 
menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor di Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam pencarian pengetahuan. Pencarian pengetahuan yaitu rasa 
keingintahuan umum atau kepentingan yang mendorong keinginan untuk 
menyelidiki. Auditor yang memiliki sikap skeptis cenderung untuk mencari 
pengetahuan yang berkaitan dengan kasus kecurangan yang terjadi.Seperti yang 
diungkapkan informan 1 berikut: 
“Kalau berbicara mengenai dalam kondisi apa, ya memang tugas kami 
adalah pemeriksaan dan pengawasan. Bisa dibilang inspektorat itu mata dan 
telinganya kepala daerah. Kalau memang ada yang seperti itu, itu adalah 
kewajiban kami selaku lembaga yang diberikan kewenangan dalam bidang 
pengawasan untuk segera melakukan tindakan, apakah itu kita melihat dari 
pemberitaan media ataupun dari pengaduan masyarakat atau memang ada 
jadwal pemeriksaan” 
 Berdasarkan pernyataan informan 1, auditor melakukan penyelidikan 
karena perannya sebagai pemeriksa dan pengawas. Auditor melakukan pencarian 
pengetahuan melalui pemberitaan media ataupun pengaduan dari masyarakat. Jika 
terjadi pengaduan atau pemberitaan yang mengandung unsur kecurangan mereka 
akan segera melakukan tindakan. Auditor tersebut mengatakan Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai “mata dan telinga” kepala daerah. Dalam artian 
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di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terbuka dalam hal pengaduan baik dari 
lembaga maupun dari masyarakat. Hal ini juga diuraikan informan 2 berikut: 
“Kita lebih terdorong melakukan penyelidikan jika adanya indikasi yang 
mencurigakan terkait terjadinya kecurangan” 
Informan 2 menyatakan bahwa auditor tersebut melakukan penyelidikan jika 
ada indikasi yang mencurigakan terkait terjadinya kecurangan. Dalam hal ini, 
auditor akan mencari tahu hingga mendapat jawaban atas kecurigaannya itu. 
Secara keseluruhan, auditor dapat dikatakan memiliki sikap skeptis dalam mencari 
pengetahuan atau pemahaman terkait dengan adanya kasus kecurangan yaitu telah 
mencari tahu melalui pemberitaan media dan dari  pengaduan masyarakat yang 
jika ditemukan indikasi kecurangan, auditor akan segera melakukan tindakan. 
Tabel 4.3                                                                                                        
Search For Knowledge 
Search For Knowledge 
Kondisi Penerapan 
Menyelidiki kemungkinan 
kecurangan 
Auditor melakukan penyelidikan melalui 
pemberitaan media ataupun pengaduan dari 
masyarakat. Jika terjadi pengaduan atau 
pemberitaan yang mengandung unsur 
kecurangan mereka akan segera melakukan 
tindakan. 
Auditor  melakukan penyelidikan jika ada 
indikasi yang mencurigakan terkait 
terjadinya kecurangan. Dalam hal ini, 
auditor akan mencari tahu hingga mendapat 
jawaban atas kecurigaannya itu. 
4. Pemahaman antarpribadi sebagai alternatif bukti 
Pemahaman antarpribadi (Interpersonal Understanding) merupakan salah 
satu karakteristik skeptisme profesional yang dikemukakan oleh Hurtt (2010). 
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Pada bagian ini akan menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor di 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan skeptisme profesional melalui 
pemahaman antarpribadi. Pemahaman antarpribadi berhubungan dengan 
memahami motivasi dan integritas individu yang memberikan bukti. Sangat 
penting bagi auditor untuk mengetahui latar belakang seseorang yang memberikan 
bukti ataupun pihak yang terindikasi melakukan kecurangan. Seperti yang 
diungkapkan informan 1 berikut: 
“Sangat penting. Karena salah satu kriteria untuk bisa melakukan itu adalah 
semua profilnya harus diketahui terlebih dahulu. Kita harus tahu latar 
belakang dan profil pihak yang terindikasi untuk mengetahui sebenarnya apa 
penyebabnya, jangan sampai orang itu hanya dikorbankan. Jadi kita harus 
mengungkapkan dulu apa akar masalahnya sebelum kita menindak lanjuti.” 
 
Berdasarkan ungkapan informan 1, pemahaman antarpribadi sangat penting 
dilakukan. Pemahaman antarpribadi dilakukan untuk mengetahui penyebab 
terjadinya kecurangan. Hal ini dilakukan auditor karena biasanya yang terindikasi 
sebenarnya dia hanya korban dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi 
auditor sangat perlu untuk mengetahui latar belakang yang diperiksa sebelum 
menindak lanjuti. Hal ini juga dinyatakan oleh informan 2 berikut: 
“Pada saat pihak tersebut betul telah terindikasi melakukan kecurangan kita 
pasti butuh dia itu siapa, bagaimana latar belakangya untuk memproses lebih 
lanjut dan lengkap untuk memperdalam pemeriksaan. Contohnya seorang 
bendahara kita perlu tahu sudah berapa lama dia menjabat jadi bendahara, 
dll.” 
 
Informan 2 juga menyatakan bahwa sangat dibutuhkan untuk mengetahui 
latar belakang pihak yang terindikasi agar dapat diproses lebih lanjut dan 
mendapatkan bukti yang lebih lengkap untuk memperdalam pemeriksaan. Auditor 
tersebut memberikan contoh jika yang terindikasi adalah seorang bendahara, maka 
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auditor tersebut sangat membutuhkan data profil  dari bendahara tersebut seperti 
sudah berapa lama ia menjabat sebagai bendahara. Hal ini juga dinyatakan oleh 
informan 3 berikut: 
“Ya harus. Kita harus mengetahui profil yang diduga melakukan kecurangan. 
Misalnya dia melakukan kecurangan karena terlilit utang atau sebagainya.” 
Informan 3 juga menyatakan bahwa mengetahui profil atau latar belakang 
pihak yang diduga melakukan kecurangan adalah sebuah keharusan. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui motif dilakukannya kecurangan. Informan 3 
memberikan contoh bahwa pihak yang melakukan kecurangan terpaksa 
melakukannya karena sedang terlilit utang atau sebagainya. Secara keseluruhan, 
auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan Skeptisme 
profesional dalam menjalankan tugas auditnya yaitu melakukan pemahaman 
antarpribadi untuk mengumpulkan bukti yang kuat terhadap pihak yang 
terindikasi. 
Tabel 4.4 
Interpersonal Understanding 
Interpersonal Understanding 
Kondisi Penerapan 
Pemahaman latar belakang pihak 
yang mungkin melakukan 
kecurangan 
Sangat penting bagi auditor untuk 
mengetahui latar belakang pihak yang 
terindikasi untuk mengetahui penyebab 
terjadinya kecurangan 
Dibutuhkan untuk mengetahui latar 
belakang pihak yang terindikasi agar 
dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan 
bukti yang lebih lengkap untuk 
memperdalam pemeriksaan. 
5. Otonomi 
Otonomi (Autonomy) merupakan salah satu karakteristik skeptisme 
profesional yang dikemukakan oleh hurtt (2010). Pada bagian ini akan 
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menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor di Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan menerapkan skeptisme profesional melalui prinsip otonomi 
seorang auditor. Otonomi merupakan keyakinan untuk menentukan sendiri 
kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Auditor yang memiliki sikap skeptis 
akan memiliki keyakinan, rasa percaya diri dan tidak terpengaruh oleh orang lain 
serta memutuskan sendiri tingkat bukti yang dibutuhkan. Seperti yang 
diungkapkan informan 1 berikut ini: 
“Jadi salah satu pengendalian mutu dari Inspektorat itu adalah expose. Jadi 
setelah kita melakukan pemeriksaan kita melakukan ekspos memanggil 
pihak-pihak terkait untuk sama-sama melihat, misalnya dengan pimpinan, 
dengan wilayah II, III dan seterusnya. Kita libatkan semua untuk melihat 
secara seksama. Kemudian untuk orang yang diperiksa kita juga serahkan 
bahwa apakah dia setuju dengan temuan yang kita dapatkan terdapat 
kecurangan dan ada tanda tangan persetujuan terkait itu.” 
 
Informan 1 menyatakan bahwa di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
melakukan expose setelah melakukan pemeriksaan. Dalam expose tersebut ada 
beberapa pihak yang terlibat yakni pimpinan, auditor wilayah 1, 2 dan seterusnya. 
Hal ini dilakukan untuk sama-sama melihat, mendiskusikan dan menyepakati 
temuan-temuan yang auditor dapatkan dilapangan kemudian mendiskusikan untuk 
mencari solusi atas temuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, rasa percaya diri 
dan keyakinan auditor terbentuk dari lingkungan sekitar yaitu Tim. Dilakukannya 
expose karena untuk lebih meyakinkan para pimpinan dan auditor terhadap bukti 
dan temuan yang didapatkan. Informan 3 pun memberikan pernyataan berikut: 
“kita tidak memutuskan sendiri bukti yang diterima. Kita sandingkan dengan 
bukti-bukti lainnya dan disesuaikan atau minta keterangan dari orang yang 
berwenang mengeluarkan bukti. Misalnya ada kuitansi, kita harus tau siapa 
yang bertandatangan dalam kuitansi tersebut.” 
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Informan 3 menyatakan bahwa auditor tidak memutuskan sendiri bukti yang 
ditemukan melainkan dengan menyandingkan dengan bukti-bukti atau meminta 
keterangan dari orang yang berwenang mengeluarkan bukti. Dalam hal ini auditor 
auditor memiliki keyakinan untuk memutuskan tingkat bukti yang diperoleh 
dengan menyandingkan dengan bukti-bukti lainnya dan memiliki keberanian 
untuk meminta keterangan untuk lebih meyakinkan bukti tersebut. 
Tabel 4.5 
Autonomy 
Autonomy 
Kondisi Penerapan 
Memutuskan kebenaran 
bukti/temuan audit 
Melakukan expose setelah melakukan 
pemeriksaan, Hal ini dilakukan untuk sama-
sama melihat, mendiskusikan dan 
menyepakati temuan-temuan yang auditor 
dapatkan dilapangan kemudian 
mendiskusikan untuk mencari solusi atas 
temuan tersebut. 
Auditor tidak memutuskan sendiri bukti 
yang ditemukan melainkan dengan 
menyandingkan dengan bukti-bukti atau 
meminta keterangan dari orang yang 
berwenang mengeluarkan bukti 
6. Harga diri 
Harga diri (Self-Esteem) merupakan salah satu karakteristik skeptisme 
profesional yang dikemukakan oleh hurtt (2010). Pada bagian ini akan 
menguraikan tentang bagaimana perwakilan auditor di Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam hal harga diri. Harga diri digunakan untuk menentang 
upaya persuasif dari pihak lain serta menentang asumsi atau kesimpulan lain. 
Seorang auditor yang memiliki sikap skeptis akan terdorong dan termotivasi untuk 
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bertanggungjawab mendeteksi kecurangan dalam suatu simpulan audit. Seperti 
yang diuraikan informan 2 sebagai berikut: 
“Seorang auditor kita harus mandiri dan independen. Dalam artian kita kan 
berada dalam suatu lembaga, pada saat kita diberikan tugas ada yang 
namanya tim, dalam tim itulah ada yang namanya penanggungjawab ada 
pengendali teknis ada ketua tim, dan ada anggota. Prosedur kerjanya itu, 
misalnya saya sebagai anggota maka saya akan di review oleh ketua tim jadi 
tidak serta merta temuan saya di setujui atau tidak tetapi harus di konfirmasi 
dulu . begitupun ketua tim akan di review oleh pengendali teknis dan 
pengendali teknis akan direview oleh pimpinan sebelum menjadi laporan 
persetujuan lalu di tandatangani dan disampaikan ke gubernur misalnya. Jadi 
kita independen dalam hal ini.” 
 
Informan 1 menyatakan bahwa seorang auditor yang berada dalam suatu 
lembaga harus mandiri dan independen. Dalam lembaga tersebut auditor diberi 
tugas dalam bentuk tim. Dalam tim tersebut terdiri atas penanggungjawab, 
pengendali teknis, ketua tim dan anggota. Dalam hal ini auditor akan 
bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini juga diuraikan 
oleh informan 2 dan 3 yaitu: 
“Yah, dengan menyusun laporan pada tingkat auditor yang berada diatas saya 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.” 
“Kita harus bertanggungjawab dalam suatu simpulan audit. Caranya, semua 
bukti-bukti yang didapat itu terdokumentasi dalam kertas kerja auditor. 
Menjalankan tugas audit sesuai dengan standar yang ada.” 
 
Informan 2 dan 3 meyatakan bahwa suatu bentuk pertanggungjawaban 
seorang auditor dalam simpulan audit adalah dengan menyusun laporan dengan 
mendokumentasikan semua bukti-bukti yang diperoleh dan menjalankan sesuai 
dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, auditor 
telah memiliki sikap skeptis dalam setiap tahapan pengauditan dengan 
bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing. 
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Tabel 4.6 
Self-Esteem 
Self-Esteem 
Kondisi Penerapan 
Tanggungjawab dalam suatu 
pekerjaan 
auditor akan bertanggungjawab sesuai 
dengan perannya masing-masing 
Auditor menjalankan tugas auditnya sesuai 
dengan standar dan prosedur yang telah 
ditetapkan 
C. Skeptisme Profesional Dibangun Menggunakan Konsep Moralitas 
Teori-teori dan riset mengenai moral belakangan ini mengusulkan tentang 
moralitas yang sangat beragam. Seperti aspek moral sebagai identitas dan moral 
sebagai karakteristik sikap. Moralitas mengacu pada konsep yang mendefinisikan 
tindakan dengan respek terhadap sifat dan nilai serta berkaitan dengan perbuatan 
manusia. Khelil, dkk (2016) menganggap bahwa keberanian moral dalam 
bertindak dalam keadaan yang sulit dalam pekerjaan sangat penting terutama 
dalam hal korupsi dan pemerasan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah 
seorang auditor, dimana auditor selalu berhadapan dengan kasus-kasus 
kecurangan seperti korupsi. Mendeteksi kecurangan merupakan hal yang sangat 
sulit, apalagi dengan mengetahui bahwa tingkat kecurangan semakin tinggi. Maka 
dari itu, keberanian moral menjadi tantangan yang harus dihadapi auditor.  
Begitu pun dalam menerapkan sikap skeptis auditor. Skeptis merupakan sikap 
yang cenderung menimbulkan kecurigaan atau tidak mempercayai suatu hal. 
Seseorang yang curiga biasanya akan lebih mencari tahu apakah yang dicurigai 
tersebut benar atau tidak. Untuk mencaritahu kebenaran tersebut, peran moral 
sangat dibutuhkan oleh seorang auditor. Myyry (2003) merangkum tiga 
komponen utama dalam moralitas yaitu kepekaan moral, pertimbangan moral dan 
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motivasi moral. Kepekaan moral (Moral Sensitivity) dianggap muncul saat tujuan, 
rencana, hasrat dan harapan seseorang terancam. Begitu pun dalam pekerjaan, jika 
seseorang merasa terancam, orang tersebut akan cenderung melakukan 
perlawanan. Begitupun dengan seorang auditor, seperti yang diungkapkan 
informan 1 berikut: 
“Kita tidak serta merta harus melawan tapi ada cara lain yang kita lakukan 
dan itu kita mempunyai teknis-teknis bagaimana caranya menghadapi hal-hal 
seperti itu. Ya, hal itu biasa. Kadang kami dihantam meja. Tetapi kembali 
lagi, kita harus pahami dulu profil orang tersebut sebelum melakukan 
pemeriksaan. Kalau sifatnya tempramen, maka mungkin ada cara lain untuk 
menghadapinya. Kalau misalnya orang itu sifatnya belum ditanya sudah 
menangis (ada juga yang seperti itu) kita tidak tahu, apakah itu akting atau 
memang sangat banyak persoalan yang bisa saja bukan diakibatkan oleh dia 
mungkin saja dia seorang korban. Maka ada cara-cara khusus 
menghadapinya. Salah satunya kita kenali dulu psikologisnya” 
 
Informan 1 menyatakan bahwa ketika merasa terancam, auditor tersebut tidak 
langsung memberikan perlawanan ia menyatakan bahwa ada cara atau teknik lain 
untuk menghadapi hal tersebut. Auditor tersebut melakukan pemeriksaan sesuai 
dengan karakter pihak yang diperiksa dengan mencari tahu profilnya karena 
pribadi setiap pihak yang diperiksa berbeda-beda. Hal kemudian menjadi salah 
satu dari karakteristik skeptisme profesional oleh Hurtt (2010) yaitu pemahaman 
antarpribadi (Interpersonal Understanding) yaitu memahami motivasi dan 
integritas pihak yang diperiksa. Dalam hal ini, ketika auditor tidak peka terhadap 
moral pada saat merasa terancam dalam pekerjaannya bisa saja auditor tersebut 
akan melakukan perlawanan yang mungkin akan menimbulkan masalah. 
Sedangkan ketika auditor peka terhadap moral, auditor tersebut akan mencari cara 
agar tidak melakukan perlawanan. Dari sinilah skeptisme profesional akan 
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terbangun dengan mencari dan mencoba memahami pihak yang diperiksa. Hal ini 
juga diuraikan informan 3 berikut: 
“Dikomunikasikan. Ada juga standar yang mengatur tentang ini. Yang intinya 
itu kita membutuhkan komunikasi jangan sampai kita salah megambil 
kesimpulan. Setelah itu kita lakukan konfirmasi.” 
 
Informan 3 menyatakan bahwa jika berada dalam keadaan terancam auditor 
tersebut lebih memilih mengkomunikasikan agar tidak salah dalam mengambil 
keputusan. Dalam hal ini, auditor memiliki kepekaan moral dimana auditor 
memilih untuk mengkomunikasikan masalah tersebut dan melakukan konfirmasi  
kemudian barulah auditor mengambil keputusan. Uraian tersebut mendeskripsikan 
adanya salah satu karakteristik sikap skeptis, yaitu penangguhan keputusan 
(suspension of judgement) oleh hurtt (2010). Dalam hal ini sikap skeptis akan 
terbangun ketika auditor memiliki keperkaan moral saat menjalankan tugas 
auditnya. Hal ini berbeda dengan informan 2 berikut: 
“Jika ada intervensi ya? Ya laporkan langsung pada atasan atau pimpinan.  
Jika keadaannya sudah mengancam  kita lanjutkan ke proses hukum. Tapi 
selama kita melakukan pekerjaan ini, kita sangat jarang menemukan hal yang 
seperti ini.” 
 
Informan 2 menyatakan bahwa jika menemukan keadaan mengancam, auditor 
tersebut akan melakukan tindakan yakni segera melaporkan pada atasan. Auditor 
tersebut cenderung memilih untuk mempertahankan diri dari ancaman. Ketika 
menghadapi masalah seperti itu auditor akan menyerahkan kepada atasannya. 
Tindakan moral yang diterapkan auditor ini termasuk dalam pertimbangan 
moral (moral judgement) yang dirangkum oleh Myyry (2003). Pertimbangan 
moral (moral judgement) yaitu memilih tindakan alternatif yang seharusnya 
dipilih dalam situasi tertentu. Dalam pertimbangan moral, peran individu sangat 
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penting untuk mengendalikan perilaku seseorang. Begitupun dalam menghadapi 
hal yang merupakan tidak benar dalam melakukan audit misalnya dalam keadaan 
menemukan bahwa auditor membiarkan salah saji terjadi. Seperti yang diuraikan 
informan 2 berikut: 
“Yah kami mengoreksi. Begini, jika terjadi hal tersebut kita sampaikan ke dia 
bahwa ini keliru karna kita juga tidak bisa ikut campur dalam laporan mereka. 
Jika kita sudah menyampaikan kita kebalikan ke orang tersebut apakah ingin 
memperbaiki atau tidak.” 
 
Informan 2 menyatakan bahwa ketika menemukan bahwa auditor lain  
membiarkan salah saji terjadi, auditor tersebut akan melakukan koreksi yaitu 
dengan menyampaikan ke auditor tersebut bahwa ada kekeliruan dalam 
pengauditannya kemudian dikembalikan lagi ke auditor tersebut apakah ingin 
memperbaiki atau tidak. Informan 2 menerangkan bahwa auditor tidak bisa ikut 
campur dalam laporan audit auditor lainnya. Dalam hal ini, auditor melakukan 
pertimbangan moral dengan memilih untuk menyampaikan kesalahan yang 
dilakukan auditor. Dengan adanya pertimbangan moral, secara tidak langsung 
auditor telah menerapkan salah satu skeptisme profesional yaitu Otonomi 
(Autonomy) yaitu megoreksi kekeliruan dan menyampaikan kebenaran pada 
auditor tersebut. hal ini juga diuraikan informan 1 berikut: 
“Tentu kita pelajari dulu apakah memang salah sajinya diakibatkan misalnya 
tidak ada pengendalian oleh pejabat-pejabat yang ditugaskan, tidak ada 
review secara berjenjang yang dilakukan oleh anggota tim dan pengendali 
teknis, nah disitu kita liat. Misalnya, si auditor lalai, bisa saja dia diberikan 
sanksi berupa sanksi kelalaian dalam mengungkap sebuah dokumen atau data 
informasi yang mengakibatkan orang lain bisa terjerat yang sesungguhnya 
bukan miliknya. Di Inspektorat itu ada yang namanya kode etik jadi jika tdak 
mematuhi kode etik kita akan dikenakan sanksi tergantung jenis pelanggaran 
yang dilakukan oleh seorang auditor itu.” 
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Informan 1 menyatakan bahwa tindakan yang akan dipilih auditor ketika 
auditor lain membiarkan salah saji terjadi yaitu akan mencari tahu dan 
mempelajari penyebab dari salah saji tersebut. Apakah salah saji tersebut 
diakibatkan oleh kurangnya pengendalian, tidak ada review berjenjang, dll. 
Kemudian jika auditor lalai dalam pekerjaannya tentu akan diberikan sanksi yang 
berupa sanksi kelalaian dalam mengungkap sebuah dokumenatau data informasi. 
Dalam hal ini, auditor memiliki pertimbangan moral yaitu memilih untuk mencari 
tahu dan mempelajari salah saji tersebut dan kembali kepada kode etik yang 
berlaku bahwa jika auditor lalai dalam melaksanakan tugas, auditor akan 
mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan pendapat karssing, dkk (2017) yang 
menyatakan bahwa kode etik yang di rumuskan IIA (Institute of Internal Audit) 
adalah sumber kunci dari moral auditor. Secara tidaak langsung pula, auditor telah 
menerapkan salah satu karakteristik skeptisme profesional yaitu pencarian 
pengetahuan (search for knowledge).  
Selanjutnya, komponen moral yang dirangkum oleh Myyry (2003) yaitu 
motivasi moral (moral motivation). Motivasi untuk bertindal secara moral 
merupakan proses disengaja atau sadar terkait dengan moral baik atau buruk 
dalam pemahaman seseorang. Hal ini diuraikan informan 1 berikut: 
“Etika dan moral itu sangat penting. Saya itu meskipun saya luar biasa 
menguasai aturan, pintar dalam melakukan audit tapi saya tidak punya moral 
bagi saya tidak ada artinya. Jadi sangatlah komprehensif  seorang pengawas 
atau seorang pemeriksa terjadi perpaduan antara kecerdasan yang dimiliki 
diikuti dengan moralitas. Sehingga sesungguhnya pihak yang kita periksa itu 
bisa di jadikan sebagai kawan bukan sebagai seorang musuh agar ketika 
ditanya tentang persoalan yang kita temukan bisa saling memahami. Dalam 
hal ini kita tdak mencari-cari kesalahan tetapi kita hanya mencari akar 
masalahnya. Makanya itu, moralitas sangat penting dimiliki oleh auditor, 
bahkan semua orang.” 
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Informan 1 menyatakan bahwa etika dan moral sangat penting. Auditor ini 
sangat menyadari bahwa meskipun telah sepenuhnya menguasai aturan, pandai  
dalam pengauditan tetapi jika tidak memiliki moral baginya tidak ada artinya. 
Menurutnya sangat komprehensif jika seorang pengawas atau pemeriksa jika 
mempunyai kecerdasan dan diikuti dengan moralitas. auditor ini menjadikan 
pihak yang diperiksa sebagai kawan bukan sebagai musuh agar bisa saling 
memahami dan menemukan akar masalahnya, bukan mencari-cari kesalahan. 
Berdasarkan uraian tersebut, auditor ini memiliki tingkat motivasi moral yang 
sangat baik yang menganggap pihak yang diperiksa sebagai kawan bukan sebagai 
musuh. Alasan tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa auditor ini 
menerapkan salah satu karakteristik skeptisme profesional yaitu mempertanyakan 
pikiran (questioning mind) yakni mempertanyakan segala persoalan dengan 
menjadikan pihak tersebut sebagai kawan sehingga auditor bisa lebih memahami. 
Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa ketika auditor memiliki tingkat moral 
seperti kepekaan moral, pertimbangan moral dan motivasi moral yang tinggi dan 
diterapkan pada situasi tertentu, secara tidak langsung akan membangun 
skeptisme profesional auditor. Seorang auditor cenderung untuk lebih berfikir 
secara kritis dan mencari cara yang tepat untuk berbagai masalah yang dihadapi 
pada saat melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan. Sehingga auditor lebih 
mudah untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. 
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D. Pandangan Auditor Mengenai Kecurangan dan Kaitannya Dengan 
Moralitas 
Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat 
merugikan pihak lainnya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja untuk 
kepentingan pribadi. Dalam audit, kecurangan merupakan subjek utama atau 
sasaran dalam pelaksanaannya. Kecurangan yang dimaksud terbagi atas tiga jenis 
yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Seiring 
berjalannya waktu, kecurangan terus menerus di beritakan di media elektronik, 
cetak maupun media sosial. Seakan pelakunya tak kehabisan cara untuk 
melakukan hal tersebut. Seperti yang dikatakan auditor IRBAN wilayah III yaitu: 
“Menurut saya sih kecurangan yang terjadi saat ini sudah menjadi tradisi” 
Berdasarkan apa yang diungkapkan informan 3 tersebut, bisa diambil 
kesimpulan bahwa memang saat ini kecurangan yang terjadi sudah sangat sulit 
untuk dicegah karena keberadaannya yang sudah menjadi tradisi dalam artian 
pelakunya sudah terbiasa dan sudah lama melakukannya serta sudah menjadi 
bagian dari kehidupan pelakunya. Oleh karena itu, kecurangan menjadi masalah 
serius yang saat ini dihadapi auditor, khususnya di pemerintahan. Berdasarkan 
dari data statistik dari Anti-Corruption Clearing House KPK yang dilihat dari 
tindak pidana korupsi berdasarkan instansi ini sangat mencengangkan. Dalam data 
tersebut terlihat bahwa selama tahun 2017 dan 2018 angka korupsi sangat 
melambung tinggi pada pemkab/pemkot. Berikut ungkapan dari informan 1 di 
IRBAN wil. I: 
“Kalau pendapat saya mengenai maraknya kecurangan, itu terjadi di masing-
masing segmen,  bukan hanya di pihak pejabat, kadang-kadang ada juga yang 
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terjadi pada saat dilapangan  maupun masyarakat juga. Biasa kan ada yang 
namanya pungutan liar, nah itu juga termasuk kecurangan. Kemudian pejabat 
juga yang diberikan tanggungjawab itu sebenarnya betul-betul melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Maraknya kecurangan ini kita kembali ke moralitas 
dari seorang pelaksana pemerintahan dan individu masing-masing” 
Berdasarkan ungkapan informan tersebut bahwa kecurangan yang terjadi 
tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, namun kecurangan terjadi di 
masing-masing segmen. Mulai dari pejabat maupun diluar dari instansi, seperti 
saat berada dilapangan dan masyarakatpun melakukan kecurangan. Resiko 
terjadinya kecurangan pasti dihadapi oleh setiap organisasi. Hal ini bisa terjadi 
karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kecurangan yang terjadi ini 
tidak lepas dari masalah ekonomi yang semakin sulit dan gaya hidup seseorang. 
Pernyataan informan 1 di atas bahwa sebenarnya pejabat yang diberikan 
tanggungjawab dengan kata lain auditor telah melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Hal ini berarti bahwa kecurangan bukan semata-mata karena kurangnya 
pengawasan. Informan 1 pun kembali menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi 
itu dikembalikan kepada moralitas pribadi, baik kepada pihak pemeriksa, 
pemerintah, maupun individu yang terlibat. Hal ini juga di jelaskan oleh informan 
2 yaitu: 
“Saya setuju bahwa kecurangan semakin marak terjadi. Maraknya kecurangan 
saat ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan bisa juga karena 
orangnya (pelaku kecurangan) yang hobi melakukan kecurangan. Hal ini 
bukan terjadi karena gagalnya auditor dalam  mendeteksi tapi ada pihak yang 
memang hobi berbuat curang.” 
Berdasarkan penjelasan dari informan 2, bahwa ada pihak yang hobi 
melakukan kecurangan. Hobi diartikan sebagai sesuatu yang disenangi dan sering 
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dilakukan. Artinya, jika pelaku kecurangan senang dan sering melakukan 
kecurangan. Kecurangan ini terjadi karena kurangnya pengawasan internal yang 
menimbulkan adanya kesempatan  bagi pelaku untuk sering melakukannya. Dari 
pernyataan informan 2 juga memberikan penjelasan bahwa kecurangan yang 
terjadi bukan semata-mata karena auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan 
tersebut karena auditor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang 
ada. Dalam Al-Qur’an juga sudah dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang  
kecurangan terjadi, adapun ayatnya adalah sebagai berikut: 
        ( ٌ۬  لۡيَوٌٌَ۬۬نيِّفِّ فَطُمۡل ِّ لٌ۬(١   
Terjemahannya: 
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Q.S Al-
Muthaffifiin/83:1) 
Dalam surah ini Allah SWT telah memberikan ancaman bagi orang-orang 
yang berbuat curang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang 
dapat merugikan orang lain karena kita sebagai hamba Allah SWT pasti 
mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja terkadang 
lemahnya iman yang dimiliki seseorang membuat lemahnya kesadaran bahwa 
Allah SWT senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan yang 
dilakukan. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan auditor 
harus di sertai dengan sikap kritis dan terus menerus mencari informasi agar 
kecurangan yang tersembunyi bisa segara diungkap. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penerapan skeptisme profesional oleh auditor dalam menjalankan tugas audit 
akan lebih efektif dalam mengungkap kecurangan khususnya di pemerintahan. 
Maraknya kecurangan yang terjadi di sektor publik menuntut auditor untuk 
bersikap lebih kritis dalam mengungkap kecurangan. Begitupun auditor pada 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki empat wilayah kerja di 
Sulawesi Selatan. berdasarkan hasil penelitian, auditor di Inspektorat Provinsi 
Sulawesi Selatan telah menerapkan skeptisme profesional sesuai dengan 
karakteristiknya dalam setiap tahapan pengauditan dengan bertanggungjawab 
sesuai dengan perannya masing-masing. 
Sikap auditor sangat tergantung pada keputusan moral mereka saat 
dihadapkan pada dilema etika. Oleh karena itu, ketika auditor memiliki tingkat 
moral seperti kepekaan moral, pertimbangan moral dan motivasi moral yang 
tinggi dan diterapkan pada situasi tertentu, secara tidak langsung akan 
membangun skeptisme profesional auditor. Seorang auditor cenderung untuk 
lebih berfikir secara kritis dan mencari cara yang tepat untuk berbagai masalah 
yang dihadapi pada saat melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan. Sehingga 
auditor lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. 
Kecurangan merupakan penyimpangan moral. Auditor memandang bahwa 
kecurangan yang terjadi sudah sangat sulit untuk dicegah karena keberadaannya 
yang sudah menjadi tradisi dan terjadi di masing-masing segmen. Hal ini berarti 
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bahwa kecurangan bukan semata-mata karena kurangnya pengawasan tetapi 
karena ada pihak yang hobi melakukan kecurangan. Dengan maraknya 
kecurangan ini dikembalikan lagi ke moralitas dari seorang pelaksana 
pemerintahan dan masing-masing individu. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain : 
1. Penerapan skeptisme profesional sangat penting dalam meningkatkan 
pendeteksian. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan terhadap skeptisme 
profesional dalam mendeteksi kecurangan khususnya di pemerintahan dan 
melakukan pertimbangan karakteristik sikap skeptis dalam setiap tahapan 
penugasan pendeteksian kecurangan. 
2. Berperilaku moral sangat penting dalam membangun sikap skeptis auditor, 
dengan ini diharapkan auditor mampu membiasakan diri untuk mematuhi 
kode etik dan aturan yang telah ditetapkan disertai dengan moralitas dalam 
berperilaku dan bertindak. 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperdalam pemahaman 
terhadap skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan 
lebih menggali informasi dari auditor. 
C. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki 
ataupun menyempurnakan penerapan skeptisme profesional di Inspektorat 
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Provinsi Sulawesi Selatan maupun auditor di instansi lainnya sehingga dapat 
mendeteksi kecurangan yang belum terungkap. Adapun saran-saran yang 
dimaksud adalah: 
1. Mempertahankan atau bahkan meningkatkan sikap skeptis auditor dalam 
melaksanakan proses audit 
2. Perperilaku yang dapat dinilai sebagai moral tidak hanya dalam proses audit, 
tetapi juga pada kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan kebiasaan. 
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